
 

 
 

 
BUPATI ACEH SINGKIL 

PROVINSI ACEH  
 

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR 1 TAHUN 2024                 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN 
TAHUN ANGGARAN 2024 

 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 
 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

 
BUPATI ACEH SINGKIL, 

 
 

Menimbang : a.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 313 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 107 ayat 

(1) Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Qanun 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 

Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024; 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Qanun 
Kabupaten Aceh Singkl tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 
2024; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil 

(Lembaran Negara  Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara  Nomor 3827); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4355), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan (Lembaran Negara Tahun 20210 Nomor 87, 
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 6485); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4286), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan (Lembaran Negara Tahun 20210 Nomor 87, 

Tambahan Lembaran Negara  Nomor 6485); 
5. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara  
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara  Tahun 2006 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4633); 
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara  Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara  Nomor 5495) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan (Lembaran Negara Tahun 20210 Nomor 87, 

Tambahan Lembaran Negara  Nomor 6485); 
8. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2014 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 5568) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga 
atas Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara  Tahun 
2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 
6187); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara  Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara  Tahun 2022 
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 6841); 
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10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara  

Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 6736); 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara  Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 
6757); 

12. Peraturan Pemerintah  Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara  Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara  Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum  (Lembaran Negara  
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara  

Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 4972) sebagaimana  telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara  Tahun 2018 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 6177); 

15. Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara  

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah  Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 5272); 

17. Peraturan Pemerintah  Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara  Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara  Nomor 5533) sebagaimana telah diubah menjadi 
Peraturan Pemerintah  Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor 27 Tahun 
2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara  Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara  Nomor 6523); 

18. Peraturan Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 (Lembaran Negara  Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara  Nomor 5539) sebagaimana 
telah diubah bebarapa kali menjadi Peraturan 

Pemerintah  Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha 
Milik Desa (Lembaran Negara  Tahun 2019 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara  Nomor 6623); 
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19. Peraturan Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah  (Lembaran Negara  Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 6402); 

20. Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan (Lembaran Negara  Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara  Nomor 6041); 
21. Peraturan Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara  
Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara  

Nomor 6197) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor 18 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara  Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara  Nomor 6847); 

22. Peraturan Pemerintah  Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2018 Nomor 

248, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 248); 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 6323); 

25. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga satuan 
Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 112); 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara  Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan 
Lembaran Negara  Nomor 6881); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara  

Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 6883); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 754); 
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29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067); 
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1180); 
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 

tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk 

Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang ditentukan 
Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 807); 
35. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan 
Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh 
Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh 

Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 
2008 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian 

Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan 
Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85); 

36. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang 
Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil 

Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita 
Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23); 

37. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil 

Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah 

diubahn dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten 

Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil 
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 

Nomor 285); 
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38. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh 
Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil 

Tahun 2017 Nomor 255) sebagaimana telah diubah 
dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh 
Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah 
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 292); 

39. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 
tentang Qanun Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 
Nomor 290); 

 

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  KABUPATEN ACEH SINGKIL 

dan  
BUPATI ACEH SINGKIL 

   
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  QANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2024. 

 
Pasal 1 

Dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil ini yang dimaksud 
dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Pemerintah daerah lainnya adalah pemerintah daerah 
otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Aceh Singkil. 
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang 

selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, 
dan ditetapkan dengan Qanun. 

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan keuangan daerah. 
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9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola 

keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara 

Umum Daerah. 
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya 

disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada 
pemerintah daerah selaku Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang. 

11. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya 
disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan 

keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris 
daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 

melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka 
penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat 
perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai 

dengan kebutuhan. 
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKA–SKPK adalah 
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja 

SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan 
fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai 

dasar penyusunan rancangan APBK. 
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA–SKPK adalah 
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK 

atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara 
umum daerah yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan Anggaran oleh pengguna anggaran. 
14. Surat Permintaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD 

adalah dokumen yang menyatakan tersediannya dana 
sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran 

atas pelaksanaan APBK. 
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 

disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk 

mengajukan permintaan pembayaran. 
16. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah 

uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan 
kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai 

kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat 
kabupaten/unit satuan kerja perangkat kabupaten 
dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut 

sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui 
mekanisme pembayaran langsung. 

17. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU 
adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada 

bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran 
pembantu untuk membiayai pengeluaran atas 
pelaksanaan APBK yang tidak cukup didanai dari UP 

dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan. 
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 

SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan 
surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran 

DPA–SKPK. 
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19. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA 
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas  

dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 
perangkat kabupaten untuk setiap program dan kegiatan 
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan 

Anggaran satuan kerja perangkat kabupaten. 
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 

SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan 
surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran 

DPA–SKPK. 
22. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya 

disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk 

penerbitan surat perintah pencairan atas Beban 
pengeluaran DPA–SKPK kepada pihak ketiga. 

23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai 

dasar pencairan dana atas Beban APBK. 
24. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 

Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPK–

SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata 
usaha keuangan pada SKPK. 

 
Pasal 2 

APBK terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan 
pembiayaan daerah. 
 

Pasal 3 
Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 

Anggaran 2024 direncanakan Rp852.842.080.373,00 
(Delapan ratus lima puluh dua milyar delapan ratus empat 

puluh dua juta delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga 
rupiah), yang bersumber dari:  
a. Pendapatan Asli Daerah; 

b. Pendapatan tranfer; dan 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 
Pasal 4 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar 
Rp56.144.413.404,00 (Lima puluh enam milyar seratus 

empat puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu empat 
ratus empat rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pajak daerah; 
b. Retribusi daerah; 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; dan 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp11.655.000.000,00 (sebelas 
milyar enam ratus lima puluh lima juta rupiah). 
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(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp8.524.761.400,00 (Delapan 

milyar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam 
puluh satu ribu empat ratus rupiah). 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan 
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp2.451.952.004,00 (Dua milyar empat ratus lima 
puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu 
empat rupiah). 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana 
dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 

Rp33.512.700.000,00 (Tiga puluh tiga milyar lima ratus 
dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah). 

 
Pasal 5 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 huruf b direncanakan sebesar Rp786.716.623.946,00 
(Tujuh ratus delapan puluh enam milyar tujuh ratus 

enam belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan 
ratus empat puluh enam rupiha), yang terdiri atas: 

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 
b. Pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp786.716.623.946,00 (Tujuh ratus delapan puluh enam 

milyar tujuh ratus enam belas juta enam ratus dua puluh 
tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah). 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp65.329.359.946,00 (Enam puluh lima milyar tiga ratus 

dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan 
ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah). 

 
Pasal 6 

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar 
Rp9.981.043.023,00 (Sembilan milyar sembilan ratus 

delapan puluh satu juta empat puluh tiga ribu dua puluh 
tiga rupiah) yang terdiri atas: 

a. Pendapatan hibah; 
c. Dana darurat; dan 

d. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 
(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 
(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan ebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp9.981.043.023,00 
(Sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta 

empat puluh tiga ribu dua puluh tiga rupiah). 
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Pasal 7 
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan 

sebesar Rp860.842,080.373,00 (Delapan ratus enam puluh 
milyar delapan ratus empat puluh dua juta delapan puluh 

ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja operasional; 

b. Belanja modal; 
c. Belanja tidak terduga; dan 
d. Belanja transfer.  

 
Pasal 8 

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar 

Rp632.926.814.216,00 (Enam ratus tiga puluh dua milyar 
sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat 
belas ribu dua ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa; 

c. Belanja bunga; 
d. Belanja subsidi; 

e. Belanja hibah; dan 
f. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp369.348.805.552,00 
(Tiga ratus enam puluh sembilan milyar tiga ratus empat 

puluh delapan juta delapan ratus lima ribu lima ratus 
lima puluh dua rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp193.328.670.446,00 
(Seratus sembilan puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh 

delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus 
empat puluh enam rupiah). 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c direncanakan sebesar Rp 0,00,- (nol rupiah). 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua 
milyar rupiah). 

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
e direncanakan sebesar Rp52.389.516.218,00 (Lima puluh 

dua milyar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta lima 
ratus enam belas ribu dua ratus delapan belas rupiah). 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.859.822.000,00 
(Lima belas milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta 

delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah). 
 

Pasal 9 
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf b direncanakan sebasar sebesar 
Rp81.490.874.390,00 (Delapan puluh satu milyar empat 
ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh 

empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri 
atas: 

a. Belanja modal tanah; 
b. Belanja modal peralatan dan mesin; 

c. Belanja modal bangunan dan gedung; 
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d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; 
e. Belanja modal Aset lainnya; dan 

f. Belanja modal aset tetap tidak berwujud. 
(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah). 
(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp6.583.876.512,00 (Enam milyar lima ratus delapan 
puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima 

ratus dua belas rupiah). 
(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 
Rp46.884.650.029,00 (Empat puluh enam milyar delapan 

ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh 
ribu dua puluh sembilan rupiah). 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rp28.022.347.849,00 (Dua puluh delapan milyar dua 

puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan 
ratus empat puluh sembilan rupiah). 

(6) Belanja modal Aset lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah). 

(7) Belanja modal aset tetap tidak berwujud sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 
Rp0,00 (Nol rupiah). 

 
Pasal 10 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Pasal 
7 huruf c direncanakan sebesar Rp2.590.729.227,00 (Dua 
milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh 

Sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri 
atas belanja tidak terduga. 

 
Pasal 11 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf d direncanakan sebasar sebesar 
Rp143.833.622.540,00 (Seratus empat puluh tiga milyar 

delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh 
dua ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang terdiri 

atas: 
a. Belanja bagi hasil; 

b. Belanja bantuan keuangan. 
(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp6.589.144.740,00 (Enam 

milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus 
empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah). 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp137.244.517.800,00 (Seratus tiga puluh tujuh milyar 
dua ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh belas 
ribu delapan puluh rupiah). 

 
Pasal 12 

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 
direncanakan sebesar  Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar 

rupiah), yang terdiri atas: 
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a. Penerimaan pembiayaan; dan 
b. Pengeluaran pembiayaan. 

 
Pasal 13 

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar 

Rp8.000.000.000,00 (Delapan milyar rupiah), yang terdiri 
atas: 
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 

sebelumnya; 
b. Pencairan dana cadangan; 

c. Hasil perjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d. Penerimaan pinjaman daerah; 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; 
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan 
milyar rupiah). 

(3) Pencairan dana cadangan sebelumnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp0,00 (nol rupiah). 

(4) Hasil perjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 
(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol 
rupiah). 

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol 
rupiah). 

 

Pasal 14 
(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebasar 
Rp0,00 (Nol rupiah) yang terdiri atas: 

a. Pembentukan dana cadangan; 
b. Penyertaan modal daerah; 
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 

d. Pemberian pinjaman daerah; 
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol 
rupiah). 

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol 
rupiah). 
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(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 
(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 
(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol 
rupiah). 

 
Pasal 15 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan 
anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya 

surplus/(defisit) sebesar sebesar                   
Rp8.000.000.000,00 (Delapan milyar rupiah). 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan 

pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan 
direncanakan sebesar sebesar                       

Rp8.000.000.000,00 (Delapan milyar rupiah). 
 

Pasal 16 
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, 

dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah 

dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia 
anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang 

ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya 
dimasukkan dalam Perubahan Aanggaran Pendapatan 

dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 
2024. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial 

dan/atau kejadian luar biasa; 
b. Pelaksanaan oprasi pencarian dan pertolongan; 

dan/atau 
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat menggangu 

kegiatan pelayanan publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar 
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam 

tahun anggaran berjalan; 
b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja 

yang bersifat wajib; 

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali 
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan 

sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda 
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 
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Pasal 17 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kabupaten  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Qanun Kabupaten Aceh Singkil ini, terdiri 
dari: 

Lampiran I  Ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut 
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, 
dan Pembiayaan; 

Lampiran II  Ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut 
urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi; 
Lampiran III Rincian APBK menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, program, 
kegiatan, sub kegiatan beserta indikator dan 
target kinerjanya, Kelompok, akun, kelompok 

jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 
Lampiran IV Rekapitulasi belanja daerah dan kesesuaian 

menurut urusan Pemerintahan Daerah, 
organisasi, program, kegiatan, dan sub 

kegiatan beserta indikator dan target 
kinerjanya; 

Lampiran V  Rekapitulasi belanja daerah untuk 

keselarasan dan keterpaduan urusan 
pemerintahan daerah dan fungsi dalam 

kerangka pengelolaan keuangan negara; 
Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan 

SPM; 
Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD 

dengan Rancangan APBK; 

Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub 
Kegiatan pada RKPK dan PPAS dengan 

Rancangan APBK; 
Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan 

Prioritas Nasional dengan Program Prioritas 
Daerah; 

Lampiran X  Daftar jumlah pegawai per golongan dan per 

Jabatan; 
Lampiran XI Daftar piutang daerah; 

Lampiran XII Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan 
dan pengurangan aset tetap daerah; 

Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan 
pengurangan aset lain-lain; 

Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan tahun jamak (multi 

years) 
Lampiran XV Daftar dana cadangan; dan 

Lampiran XVI Daftar pinjaman daerah. 
 

Pasal 18 
Bupati Aceh Singkil menetapkan Peraturan Bupati                     
Aceh Singkil tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan 
APBK. 
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Pasal 19 
Qanun Kabupaten Aceh Singkil ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Qanun ini dengan penembatannya dalam 

dalam Lembaran Daerah.  
 

Ditetapkan di Singkil 

pada tanggal  31 Januari 2024 M   
         19 Rajab 1445 H 

 
Diundangkan di Singkil  

pada tanggal 31 Januari 2024 M   
    19 Rajab 1445 H           

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024 NOMOR 296  

 
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL, PROVINSI ACEH NOMOR (1/14/2024 )  

 


